	Persekutuan Perdata

	Persekutuan Perdata diatur di dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana di dalam ayat tersebut Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut PP) didefinisikan sebagai: 

“… suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”. 
PP dapat dibentuk melalui kontrak biasa, dengan bentuk tertulis, maupun lisan. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, terdapat dua klausul yang dianggap cukup untuk menyusun suatu perjanjian pembentukan sebuah PP. 

Kedua klausul itu adalah : 

1. Pemasukan ke dalam persekutuan, dalam hal ini bisa berbentuk uang, barang atau keahlian tertentu 

2. Maksud untuk membagi keuntungan. 

Para sekutu dalam persekutuan perdata ini dapat menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pelaksana tugas sehari-hari dalam PP tersebut . Orang yang kemudian disebut sebagai pengurus ini, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, ia membawa nama PP dan setiap tindakannya mengikat PP dan juga pihak ketiga. 




	PERSEKUTUAN KOMANDITER

	C.V. atau “Commanditaire Vennotschaap” adalah sebentuk rekanan yang terdiri dari satu atau lebih anggota aktif (ordinary partner) dan satu atau lebih anggota pasif (silent partner). Anggota aktif secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh utang badan rekanan tersebut. Anggota pasif, yang hanya ikut memberikan modal pada rekanan trsebut, hanya bertanggung jawab sejauh ia terlibat menyebabkannya. Keberadaan anggota pasif merupakan ciri terpenting dari C.V. 

Suatu C.V. adalah suatu Firma, dan dengan demikian harus memenuhi persyaratan pendaftaran perusahaan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 23. 

Terdapat beberapa perbedaan antara anggota aktif (Active/Ordinary Partner) dan anggota pasif (Silent Partner): 

1. Anggota aktif memiliki hak untuk mengelola C.V., sementara angota pasif tidak memiliki hak tersebut. 

2. Anggota aktif bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang C.V., sementara anggota pasif hanya bertanggung jawab atas transaksi-transaksi C.V. sejauh ia tersangkut di dalamnya. Dalam hal ini, anggota pasif berkedudukan sama dengan pemegang saham pada Perseroan Terbatas(PT). 




	Firma

	Firma atau “Vennootschap onder Firma” adalah suatu bentuk kerjasama yang umumnya bersifat komersial misalnya perusahaan jasa atau perdagangan. 

Yang membedakan firma dengan bentuk Persekutuan Perdata biasa adalah adanya unsur bisnis. Jika Persekutuan Perdata merupakan suatu bentuk kerjasama yang umumnya digunakan untuk profesi, maka Firma adalah kerjasama yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu aktifitas yang berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan. 

Hal lain yang membedakan firma dengan Persekutuan Perdata adalah digunakannya nama yang umum. Firma menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang yang umum sedangkan dalam Persekutuan Perdata rekanan bertindak atas nama mereka sendiri. 

Suatu Firma bisa dibentuk dengan perjanjian tertulis ataupun lisan. Namun dalam praktek, kontrak tertulis sebaiknya harus ada ketika mendirikan Firma sebagai bukti otentik. Bila firma telah dilengkapi dengan bukti-bukti otentik, rekanan harus mendaftarkan bukti-bukti tersebut secepatnya ke pengadilan negeri dan menerbitkan bukti-bukti tersebut di dalam Berita Negara RI. 




	PT (Perseroan Terbatas)

	Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, maka ketentuan mengenai PT diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

PT didirikan melalui Akta Pendirian yang disusun oleh para pendiri PT tersebut. Akta Pendirian ini berisi Anggaran Dasar PT serta data-data tentang para pendiri, para direktur dan komisaris yang pertama, serta para pemegang saham. Akta Pendirian ini dibuat dengan akta notaris. Setelah akta pendirian ini dibuat, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar PT yang berbentuk otentik dan disahkan oleh notaris, dan selanjutnya disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan. 

Pengurus harian dari PT adalah Direksi, dan Direksilah yang bertanggung jawab atas segala perikatan dan tindakan yang dibuat oleh PT dan berkaitan dengan pihak ketiga. Organ tertinggi dari PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam RUPS ini ditentukan mengenai langkah-langkah perusahaan dan penentuan pengurus PT tersebut. 


	Koperasi

	Koperasi adalah suatu badan usaha yang bernaung di bawah Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Menurut Undang-Undang ini, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Terdapat dua jenis koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. 

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan dalam saat pendiriannya, koperasi primer ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang. 

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dimana pada waktu pendiriannya, koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi. 


	Yayasan

	Yayasan pada dasarnya adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Di dalam Yayasan biasanya dikenal tiga jenis organ, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Didalam kepengurusannya, ketiga jenis organ ini tidak boleh menerima dana hasil dari Yayasan. 

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Pendirian tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan. 

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, ataudapat diperoleh dari: 

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; 

b. wakaf; 

c. hibah; 

d. hibah wasiat; dan 

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku


	Dana Pensiun

	Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ketentuan mengenai dana pensiun diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1992, PP No. 76 Tahun 1992, dan PP No. 77 Tahun 1992. 

Terdapat dua jenis dana pensiun, yaitu : 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja 

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 

Di dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, terdapat suatu jenis lembaga dana pensiun lainnya yaitu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan pemberi kerja. 

Untuk mendirikan lembaga Dana Pensiun ini, pendiri mengajukan permohonan pengesahan Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan. Lembaga Dana Pensiun resmi menjadi badan hukum bila telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 


